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Revisi Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (UU HAM) kembali meman-
tik perdebatan. Sejumlah organisasi
masyarakat sipil menilai proses pe-
nyusunannya minim transparansi dan
partisipasi publik.

Sementara itu, Pemerintah mene-
gaskan, berbagai pemangku kepen-
tingan telah dilibatkan.

Penolakan terhadap draf revisi disu-
arakan dalam pertemuan yang digelar
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) bersama berbagai
organisasi masyarakat sipil di Jakarta,

ni 2026.

menilai, pembahasan RUU
HAM dilakukan tanpa meaningful

akses publik terhadap naskah aka-
demik maupun substansi yang akan
diubah.

Ketua Bidang Advokasi dan Ja-
ringan YLBHI Zainal Arifin mengung-

sunan RUU seharusnya melibatkan
masyarakat secara luas. Namun,

koalisi menilai Pemerintah sama sekali
tidak mengakomodasi partisipasi ber-
makna publik dalam penyusunan RUU

lah pasal yang dinilai bermasalah. Di

lik yang bermakna agar benar-benar

per
rentan dan

HAM di

disabilitas. pengakuan hak atas
lingkungan hidup yang sehat. hingga

i lain, Wakil Ketua Komisi XI

kapkan, revisi UU HAM
inisiatif Pemerintah dan akan segera
diteruskan ke DPR untuk dibahas.

"Apakah butuh revisi Undang-Un-
dang HAM?

Live9Kita butuh penguatan lemba-
galembaga nasional HAM. Namun,
persoalannya, sebelum berbicara soal

HAM. ini men-
cakup terbatasnyaaksespirdormasi
sejak awal proses perumusan.
Anggota WALHI, Boy Jerry Even
Sembiring. mengingatkan bahwa
revisi UU HAM tidak boleh sekadar

indepen-
densi Komisi Nasional Hak Asasi M
nusia (Komnas HAM). Mereka meni
beherapa ketentuan justru berpotensi

tersebut. la
Kementerian HAM sebagai pemrakarsa
revisi telah mengundang berbagai ele-
men masyarakat sipil dalam proses pe-

posisi Ki HAM
dan menggeser fungsi lembaga HAM

hak atas
yang sehat (the rights to a healthy

itu, apakah pen-
guatan terhadap lembaga nasional
dan perlindungan HAM diberikan di
tengah rezim yang otoriter?” ujar
Zainal.

pai serta belum

SUGIAT SANTOSO, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rl

ya, secara formal penyu-

Elemen Masyarakat

Sudah Banyak Dilibatkan

SEA L R AR DR

e

memperkuat suhstansi

pemajuan, pemenu-  berbagai clemel

revisi

Undang- [‘ndangllA\i Bagaimana  han. dan pencgaka

Sepanjang informasi
yang kami terima, proses
pembahasan telah
melibatkan berbagai secara resmi.
kelompok masyarakat

sipil dan masih terus
berjalan. Nantinya, ketika
pembahasan masuk ke DPR,
kami juga akan membuka
ruang partisipasi.

alam
AM, termasuk  proses penyusunannya. Scjumlah orza-

). Klausul tersebut
juga harus memperjelas perspektif
keadilan antargenerasi dan keadilan
ekologi

Selain mengkritik prosedur penyu-
sunan, koalisi juga menyoroti sejum-

et

Sehag;

Hingga saat ini belum
ada naskah akademik
vang dipublikasikan

Akibatnya, publik
tidak mengetahui
urgensi revisi, maupun
substansi apa saja yang
akan diubah dalam
Undang Undang HAM.

alah satn koalisi mas- Tentu
varakat sipil,
vang mengkritik adanya revisi UU

ng y sesuai
Paric Principles.

Direktur Imparsial, Ardi Manto
Adiputra, turut mengkritik proses

v . Menurutnya,

berlangsung dan ruang pa

sipasi publik akan semakin terbuka

a RUU HAM mulai dibahas di DPR.
Lantas, bagaimana sebenamya po-

lemik revisi UU HAM ini dipandang dari

an: y ter-
tutup dan tidak

dua ang Berikut
dengan Wakil Ketua Komisi

Menurutnya, revisi UU HAM semes-
tinya disusun melalui partisipasi pub-

si publik ya
Anda termasuk  bermakna merupakan svarat mutlak
dalam proses pembentukan peraturan  dalam draf RUU HLAM

XIll DPR RI Sugiat Santoso dan Direktur
Imparsial Ardi Manto Adiputra.

ARDI MANTO ADIPUTRA., Direktur Imparsial

Proses Pembahasan
Dilakukan Tertutup

HAM. sementar: 1 kelo
tersebut belum diatur secar:

2 o

Apalah aca isn krusial lain yang
And

perkembangannya? memperjelas fungsi pengawasan agar  nisasi dan pemangku kepentingan ju Mengapa? perundang-undang

Saat . RUL tentang peribs dapat henatan lebih efekni telah dimdang: untnk memberkan m SRS e Al e ity yang dihasilkan he
Undans Undang AN sieih datim sukan. Hanya saja. prosesnya memang U kukan sccara  jawab il
proscs harmonisasi di Kementerian Apakah Anda mendukung agar  masih berlang n_u dan belum selesai. tertutup.

tersebut seles:
¢

revisi UU H,

dengn tetap baaptzang pada prisip-

revisi UU HAM segera diselesaikan?
Pada prnsipnya. kami mendukung

Jadi, menurut Anda tudingan

Scberupapenting iUV HAM ini? - privip HAM

Secar prnsip. evist et pentmg. Ka bih baik dan mampu
Kementetiom HAM meripakon kemets.  1merjawal ketatihan masyarakat
terian Yamg baru dbentuk schinggad:

ukan payung huk
1t dasar pengaturanm
pada Perituran Presiden. schingya i
diperkuat melalui unde

Namun, sejumlah koalisi masyara
Kat sipil mengkritik proses revisi ter-
sebut. Bagaimana tanggapan Anda:

arkan informasi yang kami
el iu s bt g eohasap - pecouitis Rementorsun IUART sobngat, substmusiveviat UL LA

‘msyarakat sipil untuk mem-
masukan demi memperkuat

tidak transparan

Makeud Anda, proses yang tertu-

tidak disusun b

cuurut Anda, partisipa
M. mREN lik merupakan hal yang wajib!

si masyara-

Di sisi

atu sisi. dral
Sl e Yovia peatlld HAM. Noomi,

ateri vang kami nilai ber
Salah sutunya adalah renca
bentukan duna abadi pemenuhan  mercko. mREN

menjadi
Salah satunya terkait pengaturan

proses pembahasannya, mengenai perlindungan pembela
ang Anda kritik dari  HAM

elum m:

mal. Di revisi mengaku

gindikasikan bahwa yang dipublik: in. pengakuan tersebut harus
dak parbsipant d ara resmi_ Akibatnya. publik tidzk b gl memperoleh legii-
asarkan Kebu-  mengetahui urgensi revisi. maupun  masi dari negara,
tuhan nyata untuk memperbaiki  substansi apa saja yang akan dinbali  Bagi kami, ketentuan ini kon-
HAM  dalam UU HAM tradiks ar

serng menja
dan dikritik olch para pembela
dali menjalankan tugas advokisi
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